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KATA PENGANTAR

Amamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya
walah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper “Pengelolaan Sumber Daya Alam
Serbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum
Nasional” berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi
weberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung,
mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi
kzbijakan pemerintah, mengetahui singkronisasi peratutan perundang-undangan dalam
pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam
pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal
masyarakat adat.

Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada
tanggal 29-30 Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama vang
sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dan Sekolah
Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya
serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper
“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan
Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus
Masyarakat Indonesia.

Palembang, 25 September 2019
Ketua Panitia,

: T

Hj. Fatria Khairo, 5.T.P., S.H., M.H.
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FENGELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF KEARIFAN LOKAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh :

Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH. & Warmiyana, SH., MH.
Diosen Tetap Sekolah Tinggi lmu Hukum Sumpah Pemuda

Rusniati, SH., MH.
Dosen Tetap Universitas Muhammadivah Palembang

ABSTRAK

Penclitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah
Seedsearkan  kearan lokal masing-masng dacrah karena kearifan lokal masing-masing daerah
Siskish sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku wyang berbeda Sejak
Sumdsngkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Serubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Cwessh mengatur pokok-pokok penyerahan otononu di bidang pemenintahan kepada Daerah
S sswpaien dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurui Undang-Undang
weesetut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempal menurut  prakarsa sendini, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan
sesundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

S kunci ; Tanah Ulayat, Kearifan Lokal, Pemerintahan Daerah

L. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang penting, Hak ulayat sebagai
wstilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat
hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan
dava laku ke dalam maupun ke luar. (Maria SW Sumardjono, 2005: 55) Dalam arti
berlaku ke dalam.masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut
dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala vang terpelihara di
dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat iu ke luar diartikan sebaga orang-orang
vang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dan
tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga
setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak vlavat,
scbagaimana tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang
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sesgandung dua unsur aspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat
wiah masvarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial
wehees bentuk bersama para warganya. (R. Supomo, 2012: 41)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah

Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengolah
tanah-tanah vang berada di sekeliling desa mereka. guna uniuk memenuh
kepentingan persckutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang vang berada
diluar dan persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan mengerjakan tanah itu
dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. (Simoranghor dkk,
1947 61

Pengaturan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 Tentang
Serzuran Dasar Pokok-Pokok Apgrana atan dikenal Undang-Undang Pokok Agrana
LUL'PA) menentukan :

“Dengan mengingal ketentuan-ketentuan dalam Pasal | dan 2, pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak vang serupa itu dan masyarakat-masyarakat Hukum Adat,
sepanjang menurnut kenyataannya masth ada, harus sedermikian rupa, sehingga
sesuml dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan alas persatuan
bangsa. serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-
peraturan (hukum) lain yang lebih tingg1™

Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan terhadap hak
glavat oleh UUPA disertai dengan dua syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan
mengenal “pelaksanaannva”. “Eksistensi” artinya selama tanah-tanah hak ulayat dan
seaty masyarakat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh UUPA
den “pelaksanaanya” artinya penggunaan dan tanah hak ulavat tersebut nantinya tidak
Sertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UU. No. 5 Tahun 1960 UUPA menjadi dasar
yang kuat bagi kelompok masvarakat adat untuk menguasai, mengatur dan memanfaatkan
tenah-tanah ulavatnyva

Namun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur
melalui Pasal 2 avat (2) Peraturan Menteri Negara Agrana/Kepala BPN No.5 Tahun
1999 Tentang Pedoman Penvelesalan Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
wERIII

a terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adainva sebagai warga bersama suain persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-han,
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b. terdapat tanah ulayat terfentu yang menjadi Imgkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempaimya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan

¢. terdapat tatanan hukum adat mengenam pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat vang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut

Penehtian dan penentuan masth adanya hak ulayat dilakukan oleh pemeriniah

daerah berdasarkan keanan lokal masmg-masing deemh karena keanifan lokal masing-masing
daerah tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda

Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/'kota dan propinsi di bidang

pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Penanahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa
sebagian kewenangan Pemerintah di  bidang pertanahan dilaksanakan oleh
pemerintahkabupaten/kota,dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan
pemerintah di bidang pertanahan vang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota,
salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat Hal tersebut
diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
cksistensi tangh hak ulayat timbul dalam pemerintahan daerah tmbul sebagai wujud
adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam
sistem hukum nasional, ditengah akmalitas dan perkembangan hukum modemn.

2. Permasalahan

Supaya pembahasan dalam penelitian imi tidak bercabang kepermasalahan lain
dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif teniang objek kajian yvang diteliti,
maka dari latar belakang masalah di atas dapat diruomuskan pokok masalah:
bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat persfektif kearifan lokal dan Undang-Undang
No. (9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini  akan mendisknipsikan lebih jauh mengena
pengelolaan tanah ulayat persfektif kearifan lokal dan Undang-Undang No. 09 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penclitian
ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaaan teontis maupun

kegunaan praktis.
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a. Kegunaan teonitis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan norma-
norma hukum, khususnya dalam bidang hukum agrarian dalam melindungi serta
menjamin pelaksanaan dan pemenuban hak masyarakat adat atas tanah adat yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan
pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemernintah, dan
pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun
semua pihak vang terkait dalam hal im.

d. Metode Penelitian

Jenis penelittan yang digunakan adalah penelitan pustaka (Library Research)
vaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer
dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan
sumber data yang pokok meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 09
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ,Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrania dan sumber sekundemya berupa jurnal,
bibliografi, dan kamus.

Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara
teratur terhadap permasalahan vang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara
kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai
isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. arena penelitan ini merupakan
penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam
mengumpulkan data. Data yang berasal dari upava dokumentasi tersebut dibagi kedalam
dua bagian, vaitu data primer dan data sekunder.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagm istilah
dan nama. Hal imi disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah
ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit
atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain . patuanan (ambon), panvampeio dan

pawatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), torabuan
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(bolaang mongondow), forluk (angkola). limpe ( sulawesi selatan), muern (buru), paer
(lombok), wlavat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat
tersebut. (B Ter Haar, 1999: 63)

Mamun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang
membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial Karena dalam hukum adat
khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi
dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya
berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayal ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan
kawan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan wupa bagi  keberhasilan
pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa ;

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah vang dimiliki oleh sesuatu
persekutuan  hukum  (desa, suku) untuk menjamin  ketertiban  pemanfaatan/
pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak vyang dimiliki oleh suatu persekutuan
hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanasnnya diatur oleh ketua
persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. (G.Kertasapoetra, A. Setiady,
1985:88 )

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah vang terletak dalam lingkungan
wilayahnya, yang sebagai telah diurakan di atas merupakan pendukung utama
penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa
Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada vang
masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum
perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut,

kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada
yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang
hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut
Sedangkan dalam hukum publik. berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur
dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada
Kepala Adat’ketua Adat.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk
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a.  Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemikiman, bercocok
tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan
tanah.

b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah
{memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

¢. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang denpan perbuatan-perbuatan
hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan),

Hak ulayat ini meliputi semua tansh yang ada dalam lingkungan wilayah
masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun
vang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak
dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara
masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola,
mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada
pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-milai komunalistik-religius
magis yang memben peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak vang
bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat
dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama
anggota masyarakat hukum adat atas tanah yvang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik
bersama, vang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan
peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai
unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang
kehidupan itu berlangsung,

Jika dilthat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat
mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar, (Boedi Harsono, 2005: 190) Ke dalam
berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya

engan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, vang disebut “orang asing atau orang
luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat 1alah memelihara
kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan
sampar timbul perselisithan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi
sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan

berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat
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masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang
bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil
hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah
suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subvek Hak Ulayvat menurut Boedi Harsono adalah masyarakat hukum adat vang
mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
o Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di

lempat yang sama.
b. Masvarakat hukum adat geneologik. disebabkan para warganya terikat oleh pertalian
darah.

Sedangkan obyek hak ulayvai menurut Bushar Muohamad mengemukakan
meliputi ;

a.  Tanah (daratan)

b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)

¢.  Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk

kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).

d. E![llga;tang liar yang hidup bebas didalam hutan. (Bushar Muhammad, 1983

Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat
hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam
lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai “res nullius” hak ulayat
mempunyai sifat atan karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban ketua adat
bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota
masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan
apabila terjadi sengketa kepala adat wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal
tersebut maka pada prinsipnya ketua adat diperbolehkan mengasingkan atan mengalihkan
seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti
bahwa, ada pengecualian dalam hal imi anggota masyarakat hukum adat diberikan
kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak
terjadi sengketa antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada ketua adat
yang tidak bersifal permintaan ijin membuka tanah.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat
hukum (subyek hukum) dan tansh/wilayah tertentu (objek hak). (Maria S'W.
Sumardjono, , 2001: 56)
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2. Pengertian Kearifan Lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdin dan 2 (dua) kata:
kearifan (wisdom) dan lokal (lecal). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan
Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan
kebijaksanaan, Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami
sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. (Sartiini, 2004)

Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan
demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjach
acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi
kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi
dan bermakna dalam masyarakat batk dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia,
adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

Kearifan lokal menurut (Ratna,2011:94) adalah semen pengikat dalam bentuk
kebudayaan vang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat
didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses
vang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang
disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan
sehari-hari bag: masyarakat.

Dalam Sibarani (2012: 112-113) juga dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah
kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi
budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat Kearifan lokal juga dapat
didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan
kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan
lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan
kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu
vang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi
nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Ciri-cini kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut:

a  mampu bertahan terhadap budaya luar,

b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,

¢ mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya ashi,
d mempunyai kemampuan mengendalikan,

¢ mampu memberi arah pada perkembangan budaya
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3. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah vang
saat ini telah berlangsung di Indonesia. Sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua
sistem pemerintahan bersifit sentralisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonomi
daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemenntahannya sendiri dengan
memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal
tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Seperti hubungan diplomatik, kerjasama
perdagangan, dil.

Sistem pemerintahan daerah juga sebenamya merupakan salah sat benmk
penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasamya kurang
memungkinkan jika pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala
permasalahan yang kompleks. Sementara 1tu, pemenntah daerah juga merupakan traming
ground serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Disadan atau nidak, sistem
pemerintahan daerah sebenamya merupakan persiapan untuk karir pohitik lanjutan yang
biasanya terdapat pada pemerintahan pusat.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan
bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam
keluarga. Masyarakat sebagai suaitn gabungan dan sistem sosial, akan senantiasa
menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti
keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu,
manusia perlu bekerjasama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan
sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati
bersama. dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktifitas dan
mengembangkan masyarakat.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban di dalam masyarakat, schingga masyarakat tersebut bisa menjalankan
kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai
dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani
masyarakal. Pemerintah moderen, dengan kaia lain pada hakekainya adalah pelavanan
kepada masyarakat. Pemerimah tidaklah diadakan untuk melayani din sendin, tetapi
untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapal kemajuan bersama.
Pengertian ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2

{dua) unsur utama yaitu:
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1) Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh
pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan

1) Masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum. jadi tidak hanya
mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat
oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik. masalah hubungan antara birokrasi
dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yvang aktf dalam
hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Pasal | angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemermtahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar
Megarakesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Selanjutnya dalam Pasal | angka 3, dijelaskan tentang Pemerintah Daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Kaufman,tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur
masyarakal. (Kaufman, 2011: 25) Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan
lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum., mempermudah  urusan
publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih
menekankan kekuasaan (power)yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sedangkan menurut Rasyid, secara uwmum tugas-tugas pokok pemenntahan
mencakup:

a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan scrangan dari luar dan
menjaga agar tidak terjadi pembromtakan dari  dalam vang dapat
menggulmgkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya  gontok-gontokkan
diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjacdi di
dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

¢. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi
keberadaan mereka.

d.  Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau
yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

¢. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat. Jjompo dan anak
terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan
yang produktif dan semacamnya
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f.  Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja
baru, memajukan perdagangan domestik dan antara bangsa. serta kebijakan
lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara
dan masyarakat.

g.  Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan
hidup seperti air tanah dan hutan. (Rasyid, 2000; 57)

Menurut pendapat vang dikemukakan oleh Rasvid, fungsi pemerintahan tersebut

kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

a. pemerintah mempu fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai
providerjasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civiltermasuk
layanan birokras:.

b. pemerintah mempunya fungsi sekunder atau  fungsi  pemberdayaan
(empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan
program pemberdayaan,

Selain itu Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas
menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment)
dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam
masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandinian masyarakat, dan pembangunan
akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakai.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan,
menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk
mengemban tugas yang sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya dukungan
lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparayang memnliki
prilaku yang sesuai dengan nilai dan norma vang berlaku di dalam masyarakat dan
pemerintahan. Langkah ini perlu untuk dilakukan oleh pemerintah mengingat dimasa
mendatang bertambahnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat,
dimana pengetahuan masyarakat juga bertambah untuk mencermati segala aktivitas
pemerintahan dalam hubungannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

4.  Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negera Indomesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatubkan
pilihannya pada asas desentralisasi seperti yang secara jelas terlihat dalam ketentuan
UUD tahun 1945 beserta penjelasannya Dianutmya sistim ini dalam penyelengaraan
pemenntahan negera didasarkan pada prinsip pemecahan kekuasaan “dispersion of
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pewer " yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemenntahan
dan guna mengembangkan demokrasi. (Amin Rahmanurrasjid, 2007:23)

Dalam penyelenggaraan wrusan pemerintahan, khususnya pemenntahan dacrah,
sangat bertalian crat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni
sebagai berikut :

a.  Asas sentralisasi
Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana
segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b, Asas desentralisas:
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintzhan oleh pemerintah
kepada dacrah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara
Kesatuan RepubliK Indonesia

¢ Asas dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d.  Asas tugas pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daera dan/atau
desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa;
serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi
sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak darn
pemilik hak kepada penerima sebagain hak, dengan obyek tertentu Pemilik hak
pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan
kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam
bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dan sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain
bertujuan menngankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas
dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat
memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau
Megara secara keseluruhan,

Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang
menyatukan penyerahan sejumlah wrusan pemerintahan dari pemerintah pusat atay dani
pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah
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womess menjadi urusan rumah tangga sendin daerah itu. Untuk itu semua prakarsa,
wesemang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi
smesesgjawab dacrah it

Kchijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia scsuai dengan UU No. 23
s 2014 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan provinsi dan
e kita bersifat coordinate dan independeni, Distribusi fungsi diberikan pada provinsi
s peda tingkatan pertama dalam pembagian dan kabupaten atau kota setara dengan
Ssetmsn ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada
semesimtshan desa yang setara dengan tingkatan ketign. Namun dalam hal
e ssssmaannva, distribusi fungsi pada pemerintahan desa dijalankan dibawah
sterdnas) dan bergantung pada daerah kabupaten atau kota.

Sistem otonomi daerah vang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus
Sewsuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah.
| siehihan sistem ini adalah scbagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di
=t dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerntahan di
sess Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk dacrah
sk euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan
\=estmgan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan
et atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di
=i pusal.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada
Lskskamva memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
\spentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendini  berdasarkan aspirasi
m==sarakal

Desentralisasi  diselenggarakan untuk  mewakili  kepentingan  nasional.
Sesentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal)
& dserah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat
+u masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok
ka2 mstrumen desentralisasi diterapkan.

Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara
“Somomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang
Soetuhkan masyarakat setempal, megurangi biaya, meningkatkan output dan lebih
sicknif dalam penpgunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap
semperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih

| —— i : Frngelsian Sember (e Aln Sorburic P Kecifin Lokl Lasprabar Ada Doy Eksitenreye Dibase Hdus Yool m




PROSIDING : Call OF Papser ESBN @ 9TH-61-90705-1-0

mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan
lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahieraan,

. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Tanah Ulayat Persfektif Kearifan Lokal dan diundangkannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-lndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Hak ulayat merupakan komitmen untuk menghorman dan melindungi hak ulayat
masyarakat hukum adai tidak dapai dilihat dan sudut pandang regional atau nasional
semata dan secara teoritis masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat adalah
berbeda. masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan
tunduk pada tata hukumnya sendiri.

Sedangkan Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para
kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan
pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun
temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat
kuat, Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak
kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan
keanekaragamannya biota yang tinggi schingga kelestariannya sangat dijaga oleh
masyarakat.( Elviriadi., 2007, 82-83)

Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung
untuk berpikir individualistik. Hal ini dikarenakan pada saat ini Indonesia telah memiliki
unifikasi hukum pertanahan yang berpuncak di UL No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agrana (UUPA) vang telah diondangkan dalam Lembaran Nepara
Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960.. Dengan adanva ULIPA tersebut, tidak ada
lagi dualisme hukum pertanahan, dimana hukum yvang berlaku didasarkan pada golongan
masmg-masing namun penting uniuk diingat bahwa hukum adat adalah merupakan dasar
hukum Tanah Nasional. Olehnya itu adalah sesuatu yang sangat rasional untuk melihat
dan mengkaji keberadaan hak tanah adat dalam Hukum Positif Indonesia khususnya di
bidang hukum pertanahan.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung
pada imsiatif pemenntah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan
keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak
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yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat
bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing
daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan
hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,
dengan mempertimbangkan unsur-unsur Kearifan lokal dan budaya yang ada dan hidup
dalam masyarakat hukum adat yang bersanghkutan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah mengatur  pokok-pokok  penyerahan otomomi  di  bidang
pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom. maka
otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,
berdasarkan aspirasi masyarakal sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,salah satu kewenangan tersebut adalah
dibidang pertanahan.

Kewenangan pemenintah daerah Kabupaten/ Kota meliputi terdiri dari :

a. Pembentukan panitia peneliti.

b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.

Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat
d.  Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.

Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang
Badan Pertanahan Nasional, dalam pasal 2 disebutkan Badan Pertanahan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional,

L

regional dan sektora. Maka dengan adanya ketentuan tersebut kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah daerah diambil oleh Badan Pertanahan Nasional .

Dalam perjalanannya banyak sekali tanah uwlaymt vang digarap oleh rakyat dan
memmbulkan anggapan bahwa pemiliknya adalah penpgarapnya. Namun sebenarnya
tanah-tanah yang digarap tersebut adalah tanah "raja-raja” zaman dulu, bukan tanah
ulayat dalam arti tanah bekas wilayah “kerajaan”. Tanah-tanah seperti itu sebaiknya
dibiarkan saja, karena tanah-tanah bekas wilayah "kerajaanlah yang identik dengan
masyarakat hukum adat (tanah ulayat) yang perlu tetap dipelihara statusnya dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat daerah yang bersangkutan.

Dalam pandangan kita, dalam pemanfaatan tanah tersebut uniuk kesejahieraan
masyarakat desa. Sebab bila tidak demikian, miscaya akan dirasakan adanya
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ketidakadilan dalam pemanfaatan tanah seperti selama i tanpa memikirkan dan
memperhitungkan pemanfaatan tansh untuk kepentingan masyarakat desa. Meskipun
demikian sangat kecil kemungkinan keluarnya Peraturan Daerah oleh Pemerintahan
Daerah tanpa adanya permohonan hak atas tanah ulayat. Permohonan hak ulayat tersebut
juga harus dimulai dari pembuktian apakah masyarakat hukuem adat di daerah vang
bersangkutan masih ada atau tidak.

Kriteria-kriteria untuk menentukan apakah hak wulayat tersebut  dalam
kenyataannya masih ada atan tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masvarakat Hukum Adat, yakm:

@ terdapat sekelompok orang yang masih merasa tenkat oleh tatanan hukum
adatnya sebagan warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatmya mengambil keperluan hidupnya
schan-hari,dan

¢ terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayat vang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut

Tentu tidak mengada-ada, masyarakat hukum adat yang bersangkutan haruslah
mampu dan siap membuat kesepakatan-kesepakatan desa. Dengan kesepakatan-
kesepakatan desa itu dapat dilanjutkan dengan dikelvarkannya Peraturan Desa. Tanpa
terbukti adanya masyarakat hukum adat, jangan diharapkan tanah ulavat masih ada
karena tanah tersebut dikuasai oleh negara. Negaralah yang berwenang menentukan ada
tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 1, angka (3) Peraturan Menten Negara Agraria/ Kepala Badan

Petanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dijelaskan bahwa “masyarakat hukum adat adalah

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu

persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.”
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Ada 4 (empat) elemen yang membentuk masyarakat adat tersebut, vaitu sebagai
berikut :

a. Sekelompok orang yang masih terikal dengan spiritualitas nilai-nilai sikap
dan perilaku tertentu dan vang membedakan mereka sebagai kelompok sosial
terhadap kelompok sosial yang lain.

b. Wilayah hidup tertentu yang di dalamnya ada tanah, hutan, laut dan sumber
daya alam lainnya yang bukan semata-mata diperlakukan sebagai barang
produksi sehari-han (sumber mata pencaharian), tetapi menjadi bagian utuh
dan sistem religi dan sosial budaya kelompok sosial terscbut.

¢.  Prakiek-praktek yang berbasis pada pengetahuan (kearifan) tradisional yang
terus menerus diperkaya atau dikembangkan sesuai kebutuhan keberlanjutan
hidup mereka.

d.  Aturan dan tata kepengurusan hidup bersama (hukum dan kelembagaan adat)
yang berkembang sesua dengan sistem nilai bersama vang diterima dan
berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. (P Panggabean, 2011; 55)

Lebih lanjut pengaturan mengenai tanah adat discrahkan kepada peraturan daerah

masing-masing di mana hak ulayat itu berada.

Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang
pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Masional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 avat (1) menentukan bahwa
sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota,dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan pemerintah di
bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten'kota, salah satunva
adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat. Hal tersebut diperkuat lagi
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal
2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 menentukan bahwa negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masth hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatdan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia™

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 18 B ayat
(2) UUD 1945. Hal ini penting. karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum
tertinggi bagi segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga bila terdapat
perundang-undangan yang justru mengingkan hak-hak masyarakat hukum adat, adalah
menjaci jelas bahwa hukumitersebut layak untuk dibatalkan. Pelaksanaan hak-hak
masyarakat hukum adat tersebut harus tetap dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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Dengan keluamya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 memberikan
wewenang kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi vang seluas-luasnya khususnya
vang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini memberikan peluang
vang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas
tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut yaitu menerbitkan
Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak
ulayat atas tanah masyarakat hukum adat,

Dengan demikian pemermtah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama vang
dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayai atas tanah
masyarakat hukum adat.Otonomi daerah,yang membentuk pemerintahan daerah yang
dekat dengan rakyat, diharapkan dapatmeningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum
terhadap hak ulayatmasyarakat hukum adat vang sering diabaikan dalam kehidupan
bernegara.

Pengakuan terhadap masvarakat hukum adat beserta hak ulayat dalam bentuk
Perda, menunjukkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, telah mengakui,
menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak terhadap hak
ulayat atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki, mewajibkan pemenintah untuk
melindungi  hak-hak  tersebut  dari ancaman/gangguan  pihak lain, termasuk
olehpemerintah. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian dalam bentuk jaminan
hukum dan menghindari tumpang tindih kepentingan (konflik/sengketa), sehingga
kekacauan yang bersumber dari konflik kepentingan pun dapat terhindari,

Melalui kebijakan daerah (Perda) vang mengakui  hak ulayat atas tanah
masyarakat hukum adatmaka tentunya akan mengarah kepada perlindungan hukum
terhadap keberadaan danpelaksanaannya. Keadaan belum mengakui dan memberikan
perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayvatnya atas tanah dan
sumber daya alamlainya, justru merupakan potensi konflik bahkan bisa menjadi ancaman
terjadinyadisintegrasi dalam NKRI

Negara hukum menghendaki, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada
aturan hukum atau didasarkan atas undang-undang untuk memberikan kepastian
hukum,ehingga dalam mengimplementasikannya di perlukan kewenangan. Kewenangan
terscbut ada pada pemerintah daerah, sebagaimana sesuaj dengan maksud Undang-
Undang No. 32 Tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.09
Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, sangat jelas mengatur mengenai  hak-
hakmasyarakat (hak ulayat) dibidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah
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Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampirannya Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa tugas
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan tanah ulayat yaitu pembentukan
panitia peneliti penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengan pendapat
umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah
tentang penetapan tansh ulayat dan penanganan masalah tanah ulayat melalui
musyawarah dan mufakat Ketentuan tersebut dapat disclaraskan dengan Pasal 5
PMNA/KBPN No. § tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, yaitu dalam menentukan hak ulayat masyarakat hukum adat,
perlu dilakukan penelitian,

Dengan demikian, sebelum disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masih dalam proses penyusunan,
makapemenntah khususnya pemerintah daerah sudah seharusnya mensiasati otonomi
daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui upaya, arah dan
peluangyang ada. Melalui otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah (Perda) untuk memberi pelayanan, peningkatan peran seria, prakarsa,
danpemberdayaan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakvat.

Kesejahteraan tersebut, tentunya bersandar pada seberapa besar upaya pemerintah
dacrah  dalam mengakui dan memberikan perlindungan  hukum  terhadap
keberadaanmasyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya sehingga terjamin
kepastian penguasaan dan pengelolaannya dan terhindar dari segala ancaman dan
gangguan. Disamping itu, untuk mencapai bentuk hukum yang ideal, Perda tersebut
seyogyanya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (/iving law) seria
merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat hukum adat yang
bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Sejak diundangkannys Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemeriniah Daerah
mengatur  pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah
Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut Undang-
Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan

Seminar Nusbenul 7 Propeiolaan Sumber Doye Al b Pocdks Keorgin Lokl kit Adar D Eksotarommn Delm ke Nasions?




PROSIDING - Call OF Paper FSBN @ 9TH-623-00708- 1%

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesua

peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Terhadap keberadaan tanah ulayai Negaralah yang berwenang meneniukan ada

tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan diatur melalui Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan kriteria sebagai

berikut :

a, Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatmya
sebagai warga bersama suaiu persekuiuan hukum terieniu, yang mengakui dan
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehan-
han,

b. Terdapat tanah ulayat terlentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-
hari,dan

¢. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tangh
ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Dengan keluamya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pemerintah

Daerah memberikan wewenang kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluas-
luasnya khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini
memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum
terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut
vaitu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

2. Saran
a. Perlo ditngkaikan usaha-usaha untuk membina penperiian dan kesadaran
masyarakat mengenai arti pentingnya pendafiaran tanah tersebut melalui
penyuluhan secara luas dengan bermacam cara dan sarana yang ada
b. Perlunya penguatan kelembagaan adat yvang dapat memfasilitasi masyarakat
hukum adat dalam berpartisipasi pada pembangunan.
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